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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

a. Membuat rancanagan peraturan desa (ranperdes) dan dibahas 

bersama kepala desa dalam rapat musyawara desa (musdes), namun 

hal tersebut  belum berjalan baik sesuai regulasi yang ada. Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) masih mengalami beberapa kedala 

dalam hal ini, kurang  mampu dan kurangnya pengalaman 

organisasi. 

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini sebagi penampung 

aspirasi masyarakat desa telah dilakukan dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan oleh masyarakat.hal tersebut dapat dilihat dari 

seringnya badan permusyawaratan desa (BPD) menjadi tempata 

masyarakat menyampaikan aspirasi mereka tentang hak demi 

kemajuan pembangunan desa, dan sering juga badan 

permusyawartan desa (BPD) terlibat langsung dalam proses 

pembangunan desa tanpa harus menunggu keluhan dari masyarakat. 

Hal tersebut dikarenakan di dusun tidak ada musyawara dusun 

(musdus)sehingga BPD selalu responsif dengan apa yang 

semestinya menjadi kebutuhan masyarakat desa wolwal tengah. 

c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam hal ini fungsi 

badan permusyawaratan desa (BPD) mengenai pengawasan 
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dikatakan telah dilakukan dengan baik, Karen dalam perjalan 

pengawan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap pemerintah 

desa dalam hal ini kepala desa dalam perjalannya tidak ditemukan 

Kendala yang di hadapi oleh Badan permusyawartan desa (BPD). 

a. Faktor pendukung  

1. Kualitas anggota badan permusyawaratan (BPD) dalam 

rekrutmen atau pemelihan anggota badan permusyawaratan 

desa (BPD) mengunakan sistem pemelihan langsung, hal ini 

yang menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap 

orang – orang yang menjadi anggota badan permusyawaratan 

desa (BPD). 

2. Pemerintah Desa tidak menyiapkan ruang untuk diadakan 

musyawarah ditingkat dusun namun badan permusyawartan 

desa (BPD) selalu proaktif terhadap persoalan masyarakat 

sehingga masyarakat selalu mengapresiasi kerja badan 

permusyawartan desa (BPD) selalu ada ruang gerak. 

3. Sosial budaya dimana sudah pada jaman digital namun 

masyarakat masih tetap memegang teguh nilai – nilai budaya 

dalam hal ini saling mengharagai, saling menghormati sesama 

antar yang tua dan yang muda baik Gereja maupun Masjid 

saling bahu membahu demi kemajuan desa, itulah warisan dari 

para pendahulu yang masih dijaga anak cucu sampai saat ini. 
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4. Selalu ada pengaruh postif dari masayarakat untuk badan 

permusyawartan desa (BPD) semata – mata demi kemajuan 

desa. 

5. Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusywaratan Desa 

(BPD) dan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa selalu 

dijaga lewat komunikasi dan koordinasi yang baik antara dua 

lembaga dengan baik. 

6. Kemampuan bersosialisasi melalui organisasi, membuka diri 

dengan pihak luar untuk membangun komunikasi dengan dunia 

luar, seperti lembaga gereja dan mesjid serta LSM belum 

diperankan secara baik. Padahal lembaga-lembaga ini 

merupakan lembaga yang memiliki struktur organisasi yang 

jelas dan bisa dijadikan rujukan dalam pembuatan ranperdes.  

7. Kepala Desa maupun BPD perlu membangun komunikasi yang 

intens dengan dunia kampus agar pihak kampus bisa membantu 

memberikan kontribusi dalam pembuatan ranperdes yang 

dibutuhkan Desa Wolwal Tengah.   

8. Diperlukan lembaga-lembaga non pemerintahan untuk selalu 

melakukan pendampingan dalam pembuatan Ranperdes agar 

seluruh potensi yang ada didesa dapat dimanfaatkan serta 

menjadi sumber PAD Desa.  

9. Diperlukan peran aktif seorang pendamping desa dalam 

menyelesaikan persoalan pembuatan ranperdes yang sampai 
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hari tidak dimiliki Desa Wolwal Tengah. Pendamping juga 

tidak saja melakukan pendampingan penggunaan anggaran 

tetapi diperlukan adanya kordinasi dengan pemerintah desa dan 

BPD dalam pembuatan ranperdes dengan cara mendatangkan 

lembaga-lembaga yang kompeten dalam pembuatan ranperdes.  

b. Faktor penghambat  

1. Partisipasi anggota Badan Permusyawartan Desa (BPD) dalam 

setiap rapat yang diadakan masih kurang, hal ini dikarenakan 

kurang keaktifan anggota badan permusyawartan desa (BPD) 

dalam rapat sehingga peran badan permusyawaratan desa (BPD) 

kurang efektif. 

2. Dalam penentuan Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ada 

pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa Wolwal 

Tengah. Sehingga masing-masing orang yang mencalonkan diri 

menyampaikan pikiran-pikiran mereka agar diketahui oleh 

masyarakat.  

3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat ini sudah 

kurang lebih 6  bulan dalam kondisi sakit, sehingga tidak aktif 

dalam beberap kali rapat dan segala urusan demi kepentingan 

masyarakat. 

4. Belum adanya sekertariat Badan Permusyawartan Desa (BPD) 

dalam melaksanakan setiap fungsi yang melekat pada BPD. 

Badan Permusyawartan Desa perlu adanya seketariat sebagai 
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wadah guna dalam melakukan segalaurusan  kepentingan badan 

permusyawaratan desa (BPD) baik urusan administrasi maupun 

perencanaan. Sehingga kantor atau wadah tersebut sangat 

dibutuhkan badan permusyawartan desa demi terorganisir dan 

koordinasi anatara seluruh anggota badan permusyawaratan desa 

(BPD). 

5. Tidak ada edukasi tentang perencanaan pembuatan Ranperdes 

yang dilakukan BPMPD Kabupaten Alor. Hal ini menyebabkan 

desa tidak punya pengetahuan dalam pembuatan Ranperdes. 

Bahkan BPMPD kabupaten Alor sendiri terlihat pasif, 

seharusnya BPMPD kabupaten Alor menjadi motor penggerak 

dalam memotivasi desa dalam pembuatan ranperdes. 

6.2Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat menuliskan serta 

menawarkan beberapa poin saran, yakni sebgai berikut: 

1. Sebaiknya demi ketidakmampuan dalam hal ini kurannya pemahaman dan 

pengalaman dalam pembuatan peraturan desa (perdes) baik pemerintah 

desa maupun badan permusyawartan desa (BPD) membuat surat untuk 

pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten agar bisa melakukan 

kegiatan pelatihan pembuatan peraturan desa di Desa Wolwal Tengah. 

2. Dalam pemilihan anggota BPD harus menggunakan proses demokrasi 

dimana masyarakat memilih wakilnya secara langsung serta mengabaikan 
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kearifan local agar putra-putri desa yang mengenyam pendidikan tinggi 

bisa berkompetisi menyalurkan ilmu yang dipelajari dibangku sekolah.  

3. Sebaiknya wakil ketua badan permusyawartan desa (BPD) melakaukan 

koordinasi kepada anggota agar bisa aktif hadir semua dalam setiap rapat – 

rapat di Desa Wolwal Tengah. 

4. Ketua Badan Permusyawartan Desa (BPD) yang sudah tidak aktif kurang 

lebih 6 bulan. Dengan kondisi tidak sehat (sakit) alangkah baiknya diganti, 

sehingga tidak terlalu menghambat segala aktifitas Badan Permusyawartan 

Desa (BPD) terhadap kebutuhan masyarakat demi pembanguna Desa 

Wolwal Tengah. 

5. Seorang pendamping desa tidak saja melakukan pengawasan dan 

pengontrolan dana desa tapi juga harus berperan aktif dalam membantu 

masyarakat untuk pembuatan ranperdes. Pendamping desa harus 

membantu masyarakat Desa Wolwal Tengah dengan rata-rata pendidikan 

serta pengetahuan organisasi yang minim. Agar apa yang dicita-citakan 

pemerintah pusat dapat tercapai secara maksimal.   

6. Peran aktif BPMPD Kabupaten Alor, BPMPD seharusnya tidak terbatas 

dalam melakukan pengontrolan penggunaan dana desa. Tapi BPMPD 

Kabupaten Alor juga harus terus melakukan sosialiasi pembuatan 

ranperdes kepada desa - desa  terutamaDesa Wolwal Tengah dalam 

pembuatan ranperdes. Sebab, baik BPD maupun aparat desa memiliki 

tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang minim sebagai 
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dampak dari ketidaktahuan masyarakat Desa Wolwal Tengah untuk 

membuat ranperdes.   
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